BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian
4.1.1. Latar Belakang PT BPR Kharisma Kusuma

Sebagai badan usaha yang berorientasi pada dunia ekonomi kerakyatan,
PT BPR Kharisma Kusuma berdiri dengan semangat memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan layanan
dana dan jasa keuangan yang lain.

PT. BPR Kharisma Kusuma merupakan salah satu Bank Perkreditan
Rakyat yang berkedudukan di Kabupaten Malang tepatnya di Jalan Raya Thamrin
41 Lawang. Status badan hukum yang dimiliki oleh BPR ini adalah Perseroan
Terbatas. Letak BPR ini sangat strategis yaitu di pusat kota tepatnya di samping
pasar besar Lawang. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan
dan melayani masyarakat dari berbagai lapisan, maka secara umum maksud dan
tujuan PT. BPR Kharisma Kusuma adalah :

1) Membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat
Yaitu dengan memberikan pelayanan dan produk yang dibutuhkan oleh
masyarakat

2) Menunjang program pembangunan.

PT. BPR Kharisma Kusuma mempunyai visi untuk bisa menunjang

program pembangunan dengan cara pemberian kredit ataupun pelayanan

terhadap masyarakat kecil.



4.1.2 Lokasi PT BPR Kharisma Kusuma

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan letak perusahaan ini haruslah
mecakup segala aspek yang mempengaruhi maksud dan tujuan perusahaan, serta
aktivitas perusahaan itu sendiri, baik aspek sosial, ekonomis maupun teknis sesuai
dengan sifat perusahaan.

Adapun faktor yang menentukan dari lokasi pemilihan perusahaan yaitu

antara lain :

1. Letak strategis di tepi jalan raya sehingga mempermudah transportasi
bagi nasabah, maupun mempermudah jalur komunikasi perusahaan
dengan pihak ketiga sehubungan dengan kepentingan perusahaan.

2. Berada dilingkungan pusat pertokoan dan perdagangan sehingga
sasaran pasar/konsumen dapat dicapai dengan mudah

3. Posisi yang tepat di seberang pasar Lawang merupakan jalur lalu lintas
yang ramai oleh kendaraan maupun pejalan kaki sehingga mudah

dikenali dan dijumpai.

4.1.3 Struktur organisasi
Setiap perusahaan mengharapkan agar tujuannya tercapai dengan baik.
Oleh karena itu segala bentuk kegiatan perusahaan harus direncanakan dan
dijalankan dengan baik. Hal itu akan terjadi jika manajemen di dalam perusahaan
tersusun dengan rapi dan terdapat struktur organisasi. Struktur organisasi
mencerminkan garis wewenang, pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab

serta memberikan gambaran tentang kedudukan karyawan disetiap bidang



organisasi dari masing- masing bagian dan hubungan bagian yang satu dengan
yang lainnya.

Struktur  organisasi digambarkan dalam bentuk bagan yang
memperlihatkan hubungan-hubungan dan garis wewenang yang ada. Dengan
membentuk struktur organisasi, perusahaan berharap dapat terjalin hubungan yang
baik antara atasan dan bawahan serta adanya pertanggung jawaban yang baik dari
masing-masing pemegang jabatan, yang pada akhirnya dapat melaksanakan tujuan
perusahaan sesuai dengan yang ditentukan. Struktur organisasi PT. BPR Kharisma
Kusuma dapat dilihat pada lampiran, adapun uraian tugas dari struktur tersebut
adalah sebagai berikut:
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4.1.4 Uraian jabatan

Adapun uraian jabatan pada PT BPR Kharisma Kusuma adalah sebagai

berikut :

Dewan komisaris, tugasnya :

1) Mengawasi Direksi

2) Memberikan pengarahan demi Kemajuan BPR.

Direktur Utama, tugasnya:

1) Bertanggungjawab secara keseluruhan atas jalannya perusahaan.

2) Bertanggungjawab atas seluruh tata usaha perusahaan baik secara
internal maupun eksternal.

3) Menandatangani surat-surat berharga bagi perusahaan, dari
deposito, tabungan atau yang lain.

4) Mengetahui dan menyetujui seluruh permohonan dan penyaluran
kredit.

5) Menandatangani surat-surat keluar

Direktur, tugasnya :

1) Melaksanakan tugas Direktur Utama, sesuai dengan wewenangnya,
apabila Direktur Utama berhalangan.

2) Melaporkan dan mengkoordinasikan langkah yang telah diambil
kepada Direktur Utama.

Kabag opersional, tugasnya :

1) Menjalankan fungsi kepemimpinan pada bagian operasi

2) Menyusun rencana kerja/rencana anggaran di bidang operasi.



3) Malaksanakan tugas, masalah-masalah rutin dibidang operasi.

Kabag pemasaran, tugasnya :

1) Memberikan penjelasan / keterangan yang diperlukan oleh nasabah
mengenai kredit, tabungan dan deposito.

2) Menjalankan fungsi kepemimpinan pada bagian pemasaran.

Kabag Keuangan, tugasnya:

1) Mengawasi, membuat pembukuan perusahaan dan melakukan
penerimaan dan pengeluaran uang yang berhubungan dengan
perusahaan.

2) Menyusun rencana kerja/anggaran seksi administrasi.

Kepala Seksi Bagian Kredit, tugasnya :

1) Menyalurkan dan memasarkan kredit kepada masyarakat secara
aman, akurat dan baik.

2) Mengontrol dan mengecek atas kredit yang disalurkan, baik
sebelum, saat akan dan sesudah kredit disalurkan

3) Mengkondisikan kelancaran penyaluran kredit.

4) Mengadakan analisis, meneliti hasil analisis petugas, menyetujui
atau menolak kredit yang diajukan sampai dengan batas plafon
yang telah ditentukan.

Kepala Seksi Bagian Deposito dan Tabungan, tugasnya :

1) Memasarkan dan memasyarakatkan produk tabungan, deposito
kepada masyarakat, membukukan dan menata administrasi dengan

baik, aman, dan teratur.



2) Membuat laporan secara tertulis mengenai pekerjaannya kepada
Kepala Bagian Pemasaran atau Direktur, baik diminta atau tidak.

3) Membuat hubungan baik dengan para penabung/deposan dengan
cara yang intensif, jujur dan terencana.

i. Pembukuan, tugasnya :

1) Mengelola kegiatan akuntansi dan pembukuan

2) Menyiapkan data-data laporan bulanan, triwulanan dan tahunan
untuk Bank Indonesia.

3) Menyusun neraca harian, bulanan dan triwulanan.

4) Membukukan transaksi-transaksi yang terjadi.

4.15 Jasa-jasa yang dihasilkan

Secara umum PT BPR Kharisma Kusuma didirikan dengan maksud dan
tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan
pemerataan pembangunan daerah disegala bidang. Akan tetapi BPR ini juga
mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya masyarakat
menengah kebawah di Daerah malang khususnya masyarakat sekitar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BPR Kharisma Kusuma
melakukan pelayanan jasa yaitu :

1. Menghimpun dana, dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut :

a. Tabungan

b. Deposito



2. Penggunaan dana, terutama dalam bentuk pinjaman kepada
masyarakat, untuk berbagai jenis dan sektor usaha yang terdiri dari :
a. Kreditumum
1) Kredit modal kerja
2) Kredit investasi
3) Kredit konsumsi

b. Kredit pegawai PT BPR Kharisma Kusuma

4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian
4.2.1 Pelaksanaan Manajemen Risiko PT. BPR Kharisma Kusuma
Lawang

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan dari perbankan yang
mana dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kembali kepada
masyarakat yang membutuhkan guna meningkatkan taraf hidupnya. Akan tetapi
tidak semua fasilitas kredit yang disediakan oleh bank dapat digunakan oleh
nasabah karena dalam memberikan kredit bank sangat hati-hati dan lebih dalam
menilai kondisi nasabah yang sebenarnya. Dalam memberikan kredit bank
menerapkan prinsip 5C.

PT BPR Kharisma Kusuma menerapkan prinsip 5C karena dengan
pertimbangan diatas bank dapat melihat kemampuan nasabah dalam permohonan
kredit (baik permohonan kredit baru, perpanjangan/pembaharuan, maupun
restrukturisasi) layak atau tidak untuk disalurkan kepada debitur. Prinsip hati-hati

yang dilakukan oleh bank ini karena bank berusaha untuk menerapkan prosedur



perkreditan yang sehat dan benar agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam
pembayaran kembali kredit yang diberikan atau mengalami kemacetan
(menunggak). Selain itu bank juga berusaha untuk mencapai target keuntungan
yang sudah ditetapkan setiap bulannya.

Untuk menjaga dan mengurangi risiko kerugian, bank wajib melaksanakan
transaksi yang berpedoman pada kebijakan dan penerapan manajemen risiko yang
telah ditetapkan yang berlandaskan pada prinsip kehati — hatian. Manajemen
risiko merupakan bagian yang sangat penting untuk menunjang ketepatan proses
perencanaan dan pengambilan keputusan dalam proses pemberian kredit serta
dapat meningkatkan pendapatan dan meminimalkan risiko dari pemberian kredit
melalui pengelolaan portofolio kredit dan penetapan kebijakan, sistem serta
prosedur yang tepat.

Pada dasarnya sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh PT BPR
Kharisma Kusuma sudah benar dengan mengikuti prosedur-prosedur yang sudah
ditetapkan oleh bank. Adapun prosedur kredit yang dilakukan oleh PT BPR
Kharisma Kusuma yaitu :

1. Prosedur kredit, antara lain menjelaskan :

a. Tujuan permohonan kredit (Pokok Plafon Kredit, Jangka waktu dan

tujuan penggunaannya)

b. Data umum pemohon kredit

c. Data usaha

d. Data agunan/ jaminan

2. Data pendukung yang diperlukan antara lain :



i

Legalitas pemohon

b. Laporan keuangan

o

Legalitas jaminan

o

. Proposal proyek yang akan dibiayai

. Analisa awal account officer

a. Wawancara dengan pemohon kredit

b. Survey/ on the spot, kerumah, tempat jaminan dan tempat usaha

. Analisa lanjutan :

a. Bank checking (konfirmasi antar bank) oleh account officer

b. Trade checking (konfirmasi antar perusahaan / pedagang oleh AO)

c. Personal checking (konfirmasi dengan penjamin / referensi oleh AO)

d. Analisa kredit/ usaha pemohon (keuangan, taksasi jaminan dan lain-
lain)

. Teknis persetujuan kredit

Proses pengambilan keputusan melalui beberapa tahap dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. Calon debitur mengajukan permohonan kredit yang dilengkapi dengan
lampiran-lampiran pendukung yang ditetapkan Bank.

b. Account officer melakukan survey on the spot dan membuat kelayakan
usaha yang meliputi :
1) Data umum pemohon
2) Latar belakang calon debitur

3) Karakter



4) Hubungan dengan bank dan masyarakat

5) Analisa keuangan

6) Analisa agunan

7) Analisa resiko usaha

8) Kesimpulan dan rekomendasi

9) Persetujuan credit comitee

10) Pencairan kredit

Dapat dilihat dalam gambar dibawabh ini alur pemberian kredit.
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Salah satu tujuan manajemen dalam setiap tujuan usaha yaitu pengamanan
dengan menerapkan manajemen risiko yang telah ditentukan oleh bank, begitu
juga dengan proses pemberian kredit. Karena ini merupakan pengamanan
terhadap kekayaan bank yang disalurkan dalam bidang perkreditan. Agar tidak
terjadi terhadap hal-hal yang dapat merugikan bank serta terjadinya praktek-
praktek yang tidak sehat maka bank perlu menerapkan sitem pengendalian intern
untuk dapat melakukan pencegahan dini.

Sesuai dengan teori (Djodjosoedarso, 1999:4) tentang upaya
penanggulangan risiko untuk meminimumkan risiko kerugian, PT BPR Kharisma
Kusuma melakukan pengendalian intern dalam proses pemberian kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak lwan pada hari Jum’at 17
Februari 2012 pukul 09.30 secara umum pengendalian intern dalam proses
pemberian kredit yang dilakukan oleh PT BPR Kharisma Kusuma adalah sebagai
berikut :

1. Pengawasan terhadap syarat administratif dan kelayakan usaha yang

harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit.

2. Proses analisis dan putusan pemberian fasilitas kredit dilaksanakan

apabila debitur sudah melengkapi lampiran-lampiran pendukung dan
Account officer melakukan survey on the spot kepada debitur.

3. Pelaksanaan survey ulang kepada debitur yang diketahui apabila

persyaratan debitur belum terpenuhi.

Pada dasarnya analisa kredit sama dengan analisa resiko. Jadi dengan

melakukan analisa kredit dengan benar merupakan suatu langkah dalam



pengendalian risiko. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan

dalam pemberian kredit maka diperlukan manajemen risiko dalam pemberian

kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak lwan pada hari Jum’at 17

Februari 2012 pukul 09.30 pelaksanaan manajemen risiko pemberian kredit yang

dilakukan di PT BPR Kharisma Kusuma adalah dengan menerapkan penilaian 5C

yaitu :

1) Character (watak/kepribadian/karakter)

Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah
satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit.
Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam
termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang
teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya
pada waktu yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iwan pada hari Jum’at 17
Februari 2012 pukul 09.30 “penilaian character ini bank dapat menilai
nasabah dari riwayat hidup calon debitur, mencakup reputasi calon
debitur di lingkungan bisnis/usahanya dan riwayat hubungan calon
debitur dengan Bank. Character untuk nasabah lama bank dapat menilai
dari itikad baik debitur dalam melakukan pembayaran kredit, sedangkan
untuk nasabah baru bank melakukan survey ulang. Penilaian ini sangat
berguna untuk mengetahui itikad baik calon debitor dalam memenuhi
kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan atau ketentuan-
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit”.
2) Capacity (kemampuan/kapasitas)

Pihak bank harus memahami dengan pasti sampai dimana

kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat

penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan



besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa
yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iwan Jum’at 17 Februari
2012 pukul 09.30 “kemampuan nasabah dapat dinilai dari bagaimana
nasabah mengelola usaha bisnisnya selama ini serta berdasarkan sumber
penghasilan tambahan dari keluarga. Kemampun ini untuk mengetahui
hasil atau keuntungan dari usaha calon debitor dalam kaitannya dengan
kemampuan calon debitor untuk mengembalikan kredit secara tepat waktu
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian
kredit”.

3) Capital (modal)

Azas capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan
bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam.
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat
dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan
dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas,
dan rentabilitas dan ukuran lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iwan Jum’at 17 Februari
2012 pukul 09.30 “penilaian dapat dilihat dari hasil laporan keuangan
usaha bisnis nasabah selama 3 tahun terakhir baik dari segi likuiditas,
solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Sedangkan untuk menilai
capital dari padagang kecil yang tidak melakukan pembukuan maka dapat
manilai dari besarnya pengeluaran, pendapatan, dan keuntungan setiap
harinya”.

4) Condition

Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang
berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan

bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau

prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki



prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah
relatif kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iwan Jum’at 17 Februari
2012 pukul 09.30 “bawasannya penilaian kondisi usaha dapat dilihat dari
penggunaan kredit tersebut, bank akan memberikan kredit apabila kredit
digunakan untuk menambah modal dalam usaha debitur, akan tetapi bank
akan menolak atau berfikir ulang dalam memberikan kredit untuk debitur
yang mau mendirikan usaha sejak dini atau awal, karena bank tidak dapat
menilai keadaan ekonomi pada saat sekarang”.

5) Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang
bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah
kredit yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahan dan
kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang
dititipkan akan digunakan secepat mungkin. Jaminan mempunyai 2 fungsi
yang pertama, untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu
membayar dengan jalan menguangkan/menjual jaminan tersebut. Yang
kedua, sebagai akibat dari fungsi yang pertama adalah ialah merupakan
salah satu faktor penentu jumlah kredit yang diberikan.
Adapun hasil wawancara dengan bapak Iwan pada hari Jum’at 17
Februari 2012 pukul 09.30 “penilaian jaminan dapat diperhitungkan
dengan nilai taksiran dan nilai pasar, dengan memperhatikan faktor-faktor
dimensi waktu. Selain itu secara langsung dan secara fisik kebenaran data
barang jaminan juga diperlukan karena untuk melengkapi data yang telah
ada”.

Adapun tahapan-tahapan manajemen risiko yang dilakukan oleh bank

yaitu diantaranya :



1.

Identifikasi risiko

Komponen ini mengidentifikasi kejadian-kejadian potensial baik yang
terjadi di lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang
mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan dari organisasi.
Kejadian tersebut bisa berdampak positif (opportunities), namun dapat
pula sebaliknya atau negative (risks).

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank, PT
BPR Kharisma Kusuma Lawang melakukan setiap aktivitas sesuai
dengan prosedure yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini pelaksanaan
identifikasi dapat dilakukan dengan penelusuran sumber risiko sampai
terjadinya peristiwa tidak diinginkan. Proses penelusuran tidak hanya
dilakukan di lingkungan internal tetapi juga dilakukan di lingkungan
eksternal. Sistem pemberian kredit merupakan sumber risiko yang
paling besar yang mempunyai dampak negatif/buruk untuk bank.
Untuk meminimalkan terjadinya kerugian maka dalam proses analisis
perlu diterapkannya prinsip kehati-hatian dan ketelitian. Dalam hal ini
dapat diartikan bahwa bank masih memperhitungkan adanya akibat
risiko yang akan diterima di kemudian hari.

Mengukur risiko

Berdasarkan hasil identifikasi risiko, maka akan dapat menganalisis
risiko, bagaimana dan seberapa besar kemungkinannya. Hasil akhir
dari tahap ini adalah munculnya perincian kategori risiko. Komponen

ini menilai sejauhmana dampak dari events (kejadian atau keadaan)



dapat mengganggu pencapaian dari objectives. Besarnya dampak dapat
diketahui dari inherent dan residual risk, dan dapat dianalisis dalam
dua perspektif, yaitu: likelihood (kecenderungan atau peluang) dan
impact/consequence (besaran dari terealisirnya risiko).

Menanggapi Risiko (Risk Response).

Setelah diketahui jenis risiko apa dan seberapa besar akibat yang
kemungkinan akan dihadapi, maka langkah berikutnya adalah
merespon risiko tersebut dengan tujuan menguranginya. Untuk
mengurangi terjadinya risiko di masa yang akan datang maka pihak
bank mengambil langkah untuk menyusun kebijakan dan prosedur
yang ketat dan rinci. Dengan kebijakan tersebut maka akan
menciptakan dan membangun kepekaan sumber daya manusia
terhadap budaya risiko.

. Mengawasi Risiko (Risk Monitoring).

Langkah berikutnya adalah mengawasi atau memantau risiko. Dalam
rangka mencapai kesuksesan dalam pengawasan, haruslah ditemukan
standar metode tertentu untuk melakukan pendekatan secara
menyeluruh dan kebijakan umum harus dipertahankan untuk
memastikan integritas.

Pengawasan risiko yang dilakukan oleh bank adalah dengan
menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur). Dalam hal ini
SOP digunakan untuk pemantauan data untuk membantu melakukan

inspeksi kas.



Untuk mendapatkan fasilitas kredit maka debitur harus memenuhi

persyaratan dan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh bank. Dibawah ini

penulis akan menjelaskan tentang prosedur pemberian kredit secara terperinci

yaitu secara berikut :

1. Tahap permohonan kredit

Maksud dari permohonan kredit ini adalah debitur mengajukan

permohonan kredit dalam bentuk proposal. Kemudian proposal dilampiri

berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Yang perlu diperhatikan dalam

setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan

tentang antara lain :

1) Untuk Debitur Badan Hukum Proposal memuat :

a)

b)

Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang
usaha, nama pengurus, berikut latar belakang pendidikanya, berkas
pengambangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.
Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan
pengambilan kreditnya. Apakah untuk memperbesar omset
penjualan atau memperbesar kapasitas produksi atau untuk
mendirikan pabrik baru ( perluasan ) serta tujuan lainnya.

Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini debitur
menentukan besar jumlah kredit dan jangka waktu kreditnya.
Untuk melihat kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya
bank dapat melihat dari cash flow atau laporan keuangan selama

tiga tahun terakhir.



d)

Jaminan kredit, merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko
terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit bank yang ada unsur

kesengajaan atau tidak.

Selain itu debitur juga harus melengkapi dengan berkas-berkas data

pendukung yang ditetapkan oleh bank antara lain :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Akte pendirian perusahaan
NPWP

SIUP

Tanda daftar perusahaan
ljin HO

Akte perubahan terakhir
Surat pernyataan

Surat kuasa

Identitas pemberi kuasa (KTP/SIM)

10) Identitas penerima kuasa (KTP/SIM)

2) Untuk nasabah perorangan

a)
b)

d)

Riwayat hidup dari calon Debitur.

Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan
pengambilan kredit.

Besarnya kredit dan jangka waktu.

Jaminan Kredit, yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat

penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi



sengketa palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat
dengan asuransi tertentu.

Selain itu debitur juga harus melengkapi dengan berkas-berkas data

pendukung yang ditetapkan oleh bank antara lain :

1)
2)

3)

4)

KTP/SIM nasabah, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Pasport

Nomor Pokok Wajib Pajak+SIUP

Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan (apabila jaminan berupa
tanah), Foto copy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (apabila
jaminan berupa kendaraan bermotor).

Fotokopi Slip Gaji

Apabila persyaratan diatas sudah terpenuhi oleh pemohon kredit maka

debitur sudah dapat dinyatakan lengkap untuk permohonan kreditnya. Kemudian

selama proses kredit berlangsung maka data atau berkas pemohon kredit di

simpan dalam berkas permohonan. Untuk memudahkan dan memperlancar proses

permohonan kredit untuk Bank dalam memperoleh data yang diperlukan, Bank

mempergunakan Daftar Isian Permohonan Kredit yang harus diisi oleh Nasabah,

Formulir-formulir neraca, daftar rugi/laba.

2.

Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan
lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak
perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk

segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak



sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan
kredit dibatalkan saja.

Dalam penyelidikan hal hal yang perlu diperhatikan adalah
membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas — berkas yang ada,
seperti keaslian dan kebenaran dari akte notaries, TDP, KTP dan surat —
surat jaminan, seperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instansi yang
berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika benar dan asli maka bank
akan mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta apakah relevan

dan kemampuan nasabah untuk membayar.

. Analisis kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan maka perlu
dilakukan suatu penilaian kredit dilakukan PT BPR Kharisma Kusuma
juga menggunakan metode penilaian yang disebut prinsip 5C vyaitu :
1) Character (watak/kepribadian/karakter)
2) Capacity (kemampuan/kapasitas)
3) Capital (modal)
4) Condition
5) Colleteral

Adapun hasil wawancara dengan bapak Iwan pada hari Jum’at 17
Februari 2012 pukul 09.30 menyatakan bahwa kriteria barang jaminan
yang harus diserahkan oleh calon debitur adalah :

a) Barang tidak bergerak



Untuk golongan ini terutama tanah beserta bangunannya, dengan

prioritas utama milik debitur sendiri. Apabila jaminan yang

diserahkan adalah milik orang lain maka harus diperhatikan :

(1) Sejauhmana hubungan si pemilik dengan debitur

(2) Bila jaminan dihuni orang lain, maka harus ada pernyataan dari
penghuni tersebut bersedia mengosongkan jaminan tersebut
tanpa meminta ganti kerugian kepada bank

(3) Untuk sertifikat tanah, hak milik tanah milik debitur yang sudah
sah secara hukum. Apabila sertifikat bukan hal milik debitur,
maka nama yang tercantum dalam sertifikat ikut terlibat dalam
perjanjian kredit sebagai pihak ketiga yang sebagai pemberi
jaminan dan apabila nama yang tercantum dalam sertifikat
sudah meninggal maka perlu dilampiri surat kematian dari RW
dan kelurahan.

b) Barang bergerak

1) Kendaraan bermotor, dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
(a) Tahun kendaraan tersebut tidak lebih dari 4 tahun pada saat

pengajuan permohonan kredit

(b) Diatas tahun 2000
(c) Kondisi fisik cukup baik

(d) Resale value cukup baik



2) Logam mulia (emas batangan) sejauh dilengkapi dokumen asal
barang yang sah
3) Mesin-mesin dan barang bergerak lainnya, sepanjang dilengkapi
dengan faktur yang lengkap
4) Stock barang, sepanjang bank dapat mengawasi dan menguasai
administratif maupun secara fisik.
5) Surat-surat berharga, dalam hal ini adalah warkat-warkat bank
yang pasti dananya yaitu tabungan dan deposito.
4. Wawancara |
Wawancara yang dimaksudkan disini bertujuan untuk mengetahui
keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Untuk mendapatkan
hasil wawancara yang diharapkan maka dalam wawancara dilakukan
berhadapan langsung dengan nasabah.
5. On the spot/ survey
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjaun
berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil
on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara | pada saat melakukan on
the spot hendaknya tidak memberitahu kepada nasabah agar apa yang kita
lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. On the spot
dilakukan oleh 2 pejabat yaitu marketing dan account officer.
6. Wawancara Il
Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika

mungkin ada kekurangankekurangan pada saat dilakukan peninjauan ke



lokasi di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat
wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat peninjauan ke lokasi
apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.
Keputusan atas permohonan kredit
Setelah analisis kredit dilakukan dan pemohon kredit dinyatakan telah
memenuhi persyaratan maka kebijakan selanjutnya adalah memberikan
keputusan apakah pemohon kredit layak diberikan kredit atau tidak.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak lwan Jum’at 17 Februari
2012 pukul 09.30 “credit committee yang terdiri dari direksi, Account
Officer serta komisaris mempunyai wewenang dalam memberikan
keputusan atas permohonan kredit. Credit committee inilah yang
menentukan apakah permohonan kredit layak diberikan atau tidak.
Tugas komite kredit adalah memeriksa laporan analisis kredit,
menyetujui atau menolak permohonan kredit dan menetapkan syarat
pemberian kredit yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan
perjanjian kredit. Dalam melaksanakan tugasnya credit committe telah
melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Dapat diartikan disini
sebelum memberikan keputusan permohonan kredit credit committe
telah melakukan analisis terlebih dahulu guna untuk meneliti
permohonan kredit apakah sudah memenuhi prosedur persyaratan yang
sudah ditetapkan.
. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian lainnya
Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon debitur
menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dari jenis
jaminan yang dijaminkan. Atau menandatangani Perjanjian lain yang
dianggap perlu.
Berdasarkan Perolehan data dari PT BPR Kharisma Kusuma
penandatanganan akad kredit dilakukan antara Bank dengan debitur

melalui Notariel dalam bentuk grosse akta atau dibawah tangan/intern.

Pengikatan notariel dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum



10.

11.

yang disumpah yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membaut
akte tersebut. Pengikatan dibawah tangan ditandatangani oleh pihak
sendiri tanpa panghadap atau dibuat oleh seorang pejabat umum.
Pengikatan jaminan

Berdasarkan perolehan data PT BPR Kharisma Kusuma pengikatan
jaminan untuk berbagai fasilkitas kredit diberikan dalam satu akte
sepanjang nilai jaminan dapat mengcofer jumlah seluruh kewajiban, baik
yang ada maupun yang timbul dikemudian hari. Setiap pengikatan harus
dilakukan dan ditandatangani oleh orang yang paling berhak dalam
kewenangannya, baik selaku perseorangan maupun selaku pengurus badan
usaha.
Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas dapat dilakukan oleh debitur apabila pemohon
kredit sudah menandatangani akad kredit. Kemudian debitor dapat
menarik dana tersebut sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan.
Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan Bank dengan calon
Debitur, biasanya dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
Pengawasan kredit

Setelah pencairan kredit pihak bank melakukan pengawasan
kepada debitur karena pengawasan merupakan salah satu kunci
kerberhasilan kredit selain dari ketelitian sewaktu menganalisis kredit.

Pengawasan kredit meliputi :



a) Keharusan debitur untuk menyampaikan laporan keuangan secara
berkala kepada pihak bank
b) Kurang lancarnya komunikasi antara pihak bank dan debitur, yang
mana komunikasi ini seharusnya dilakukan sejak dini untuk
menekan terjadinya kredit macet
c) Keharusan bagi bank untuk mengadakan analisis cash flow, status
kredit.
12. Pelunasan kredit
Debitur dapat dinyatakan lunas dalam memenuhi kewajibannya
terhadap bank apabila nasabah dapat membayar angsuran pokok pinjaman
beserta bungannya sesuai dengan jadwal yang dibuat yang dimuat dalam
perjanjian kredit.

Dalam Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan
teratur. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan
prinsip utama dalam Islam. Rasulullah Saw. bersabda dalam sebuah hadist yang
diriwayatkan Imam Thabrani (al-Hasyimi) dalam (Hafidhuddin:2003)

“Sesungguhnya Allah sangat mecintai orang yang jika melakukan sesuatu

pekerjaan, dilakukan secara iqgtan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”. (HR.

Tabrani)

Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilaksanakan dengan
baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam islam (Hafidhuddin
dan Haery Tanjung:2003). Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dalam
melakukan pemberian kredit PT BPR Kharisma Kusuma Lawang sudah

melakukan prosedur perkreditan dengan sehat dan benar sesuai dengan pedoman



perkreditan yang ditetapkan serta sudah melakukan manajemen risiko untuk
meminimalkan terjadinya kredit bermasalah. Akan tetapi non performing loan
(NPL) yang dialami bank sangat tinggi.

Segala suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan mengandung risiko.
Risiko akan menyebabkan dampak buruk apabila tidak diatasi dengan baik.
Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi esok maka kita perlu
menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut

tanpa harus menunggu risiko itu datang. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa :

Artinya : “... Dan tak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa
yang diusahakannya besok....” (QS. Lugman:34)

Dapat disimpulkan bahwa risiko selalu diperhitungkan oleh setiap usaha

atau perusahaan untuk dapat mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pengawasan Kredit Untuk Mengurangi Kredit Bermasalah

Dalam sistem dan prosedur pemberian kredit pada PT BPR Kharisma
Kusuma yang sudah dilaksanakan secara hati-hati dan sudah benar sesuai dengan
yang sudah ditetapkan tetapi kredit bermasalah selalu saja terjadi. Setelah tahapan
realisasi kredit dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah,
pihak bank melakukan pengawasan kredit terhadap debitur secara menyeluruh
agar tujuan bisnis dapat tercapai dan untuk mengantisipasi timbulnya resiko

kerugian dalam pemberian fasilitas kredit. Sedangkan tujuan dari pengawasan ini



ialah untuk mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses pemberian
kredit, serta mencari solusi atas kelemahan atau kekurangan tersebut.

Dalam perbankan nasional, aktiva produktif berupa kredit memberikan
pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan aktiva produktif lainnya. Dengan
demikian, menjaga kualitas kredit merupakan hal yang utama agar hal yang
bersangkutan dapat menerima pendapatan dan keuntungan sesuai dengan yang
diharapkan. Salah satu cara untuk menjaga kualitas tersebut adalah dengan
melaksanakan pengawasan kredit secara berkesinambungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iwan pada hari Jum’at 17
Februari 2012 pukul 09.30 pengawasan yang dilakukan oleh PT BPR Kharisma
Kusuma guna untuk mencegah terjadinya kredit macet adalah dengan melakukan
on the spot atau kunjungan kepada debitur. Survey yang dilakukan oleh pengawas
atau account officer maksimal 2 kali kunjungan yaitu pertama pada waktu
melakukan permohonan kredit dan setelah pencairan kredit.

Pengawasan dengan melakukan on the spot akan diperoleh data atau
informasi yang sebenarnya tujuan dan maksud debitur melakukan permohonan
kredit serta untuk memastikan penggunaan dari kredit tersebut. Untuk lebih
meminimalisir terjadinya non performing loan (NPL) selain melakukan on the
spot bank juga melakukan pengawasan pada saat debitur melakukan proses
permohonan kredit, yaitu antara lain :

1. Setiap tahapan proses pemberian kredit telah dilakukan secara efektif dan
efisien sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sehingga sasaran kredit

dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



2. Administrasi dan dokumentasi kredit telah dilaksanakan sesuai putusan
dan memenuhi persyaratan sehingga ketelitian, kelengkapan dan
akurasinya dapat menjadi sumber informasi bagi bank yang terkait dalam
bidang perkreditan.

3. Dokumen-dokumen primer kredit seperti surat hutang/perjanjian kredit,
asli surat bukti pemilikan agunan dan pengikatannya telah ada dalam
barkas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam putusan/ketentuan kredit
dan dokumen-dokumen tersebut telah benar, lengkap serta sempurna
secara hukum demi mengamankan kredit/kepentingan bank.

4. Pemantauan perkembangan usaha debitur dimaksudkan untuk memberikan
arahan agar kredit yang diberikan mencapai sasaran sesuai dengan
penggunaan yang benar dan mencegah kemungkinan penurunan kualitas
kredit.

Melakukan pengawasan pertama secara berkesinambungan terhadap
debitur yang dilakukan sejak proses permohonan kredit merupakan tahap
pengawasan awal yang harus dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui tujuan
serta penggunaan kredit yang dilakukan oleh debitur. Bank atau kreditur
menggunakan prinsip 5C untuk melakukan pengawasan pada saat melakukan
permohonan kredit.

Yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan kredit ini adalah semua
pejabat kredit yang berkaitan dengan bidang bisnis, terutama mengenai kemahiran
professional di bidang perkreditan serta kepatuhannya terhadap ketentuan yang

berlaku. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara lebih intensif



bagi semua jenis fasilitas kredit yang diberikan termasuk kredit yang diberikan
kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur utama tertentu.

Pengawasan yang dilakukan olen PT BPR Kharisma Kusuma meliputi
cakupan sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap debitur yang
dilakukan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan atau
penyelesaian kredit, pengawasan berdasarkan laporan yang disampaikan
secara berkala dan atau informasi lain yang relevan maupun peninjauan
secara langsung atas seluruh kegiatan debitur.

2. Memantau dan mengawasi secara khusus pemberian kredit kepada debitur
apakah sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan
melakukan analisis kredit dengan teliti.

3. Melakukan pengawasan terhadap dokumen primer kredit untuk
memastikan bahwa dokumen tersebut telah benar, lengkap dan sempurna
secara hukum untuk mengamankan kredit untuk kepentingan bank.

4. Melakukan pengawasan terhadap administrasi dan dokumentasi kredit
untuk memastikan bahwa administrasi dan dokumen-dokumen telah benar,
lengkap, akurat sesuai dengan kebijaksanaan dan prosedur perkreditan
dapat diterima sebagai suatu rekaman bukti perbuatan.

Dari perolehan data diatas pengawasan yang dilakukan oleh PT BPR
Kharisma Kusuma Lawang sebagaimana yang disebutkan oleh Arthesa&Edia
dalam bukunya ”Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank” pengawasan

tersebut tergolong dalam :



1. Pengawasan secara administratif, merupakan monitoring yang
dilaksanakan dengan menggunakan segala informasi yang tersedia, baik
catatan yang tersedia maupun informasi lainnya.

2. Pengawasan secara fisik, merupakan monitoring yang dilakukan dengan
menggunakan kunjungan langsung ke lokasi usaha, lokasi jaminan, atau
tempat lain yang ada kaitannya dengan fasilitas kredit yang diberikan.

NPL (Noan Performing Loan) merupakan kredit yang memerlukan
perhatian khusus dari manajemen bank. Disaat nasabah sudah mengalami
tunggakan maka perlu adanya pengawasan dari pihak bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iwan pada hari Jum’at 17
Februari 2012 pukul 09.30, “PT BPR Kharisma Kusuma melakukan pengawasan
secara bertahap. Bank melakukan pengawasan pada nasabah saat per periode jatuh
tempo terjadinya tunggakan kredit”.

Dalam hal ini pihak memberikan peringatan pengawasan melalui
telephone seluler kepada nasabah bawasannya debitur sudah mengalami
tunggakan. Tindakan pengawasan akan ditindak lanjuti oleh bank apabila debitur
tidak menanggapi peringatan dengan mengeluarkan SP (surat pemberitahuan).

Adapun Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada debitur sesuai
perolehan data, sebagai berikut :

1) Surat Pemberihatuan |
Sehubungan dengan kredit saudara dengan NO Spk.... yang mengalami

tunggakan, maka kami memberitahukan bahwa tunggakan kredit saudara tersebut

harus segera diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat bulan XXX.



Apabila Surat Pemberitahuan | pihak debitur tidak ada konfirmasi selama
2 sampai 3 hari maka kreditur akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan 11, yang
berisi sebagai berikut :

2) Surat Pemberitahuan 11

Sehubungan dengan surat pemberitahuan kami sebelumnya, yang belum
ada tindak lanjut terhadap kredit saudara yang mengalami kemcetan dan harus
segera diselesaikan, oleh karena itu kami memberitahukan kepada saudara bahwa
apabila dalam jangka waktu paling lambat bula XXX tidak ada penyelesaian dan
melunasi tunggakan maka kami akan melakukan tindakan tegas antara lain :

1. Melakukan penarikan kendaraan yang dijadikan agunan kredit saudara

di PT BPR Kharisma Kusuma.

2. Melakukan penjualan / pelelangan kendaraan agunan saudara tersebut.

Apabila pihak debitur tidak menanggapi Surat Pemberitahuan 1l maka
kreditur akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan 111 yaitu Surat Peringatan, yang
berisi sebagai berikut :

3) Surat Peringatan

Sehubungan dengan surat pemberitahuan kami sebelumnya, yang belum
ada tindak lanjut terhadap kredit saudara yang mengalami kemcetan dan harus
segera diselesaikan, oleh karena itu kami memberitahukan kepada saudara bahwa
apabila dalam jangka waktu paling lambat bula XXX tidak ada penyelesaian dan

melunasi tunggakan maka kami akan melakukan tindakan tegas antara lain :



1. Melakukan pemasangan penyemprotan LOGO BANK/ *“Dalam
Pengawasan Bank” pada Tanah atau Bangunan yang dijadikan agunan
kredit saudara di PT BPR Kharisma Kusuma.

2. Mengajukan Akte Pengakuan Hak Tanggungan (APHT)

3. Melakukan pengajuan ke Pengadilan Negeri Malang guna Penyitaan,
Eksekusi dan pelelangan pada agunan tersebut.

Tindakan tegas yang dilakukan kreditur ini merupakan berdasarkan pada

perjanjian kredit / surat kuasa yang debitur tanda tangani diatas materai

pada awal pencairan kredit.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh PT BPR Kharisma Kusuma
adalah sebagaimana disebutkan oleh Suhardjono dalam bukunya “Manajemen
Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah” yaitu meliputi :

1. Pengawasan represif

Pengawasan yang dilakukan setelah kredit berjalan. Pengawasan represif
dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Pengawasan represif secara aktif
dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung ke tempak usaha
debitur atau tempat lain yang ada kaitannya dengan pemberian fasilitas
kredit. Sedangkan pengawasan represif secara pasif dilakukan dengan
melakukan penelitian terhadap laporan-laporan tertulis yang disampaikan
oleh debitur antara lain laporan neraca, rugi laba, mutasi rekening
pinjaman dsb.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan pada hari Jum’at 17
Februari 2012 pukul 09.30 “pengawasan di PT BPR Kharisma Kusuma

dilakukan per periode jatuh tempo kredit setiap mengalami tunggakan.
Untuk mengetahui terhadap penggunaan kredit maka bank melakukan



kunjungan langsung ke tempat usaha debitur sebelum kredit dicairkan

atau pada saat proses permohonan kredit dan sesudah kredit dicairkan.

Selain itu bank juga melakukan pengawasan berdasarkan laporan-laporan

yang disampaikan oleh debitur”.

2. Pengawasan ganda

Pengawasan yang dilakukan oleh 2 orang pejabat yang berbeda fungsi

terhadap setiap tahapan proses pemberian kredit, dengan maksud untuk

mencegah penyalahgunaan kredit dan atau penyimpangan yang dapat

menimbulkan kerugian finansial bagi bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak lwan pada hari Jum’at 17

Februari 2012 pukul 09.30 “ada beberapa pejabat yang ditunjuk untuk

melakukan pengawasan yaitu pejabat marketing dan bagian kredit”.

Dalam Islam pengawasan yang baik adalah pengawasan yang tidak dapat
dilepaskan dari pemberian punishment (hukuman) dan reward (imbalan). Bentuk
punishment pun bermacam-macam, mulai dari teguran, peringatan, skors, bahkan
hingga pemecatan. Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh
PT BPR Kharisma Kusuma Lawang sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan
memberikan punishment kepada debitur yang mengalami tunggakan kredit
melalui teguran dan peringatan. Teguran berupa pemberitahuan melalui telepon
seluler dan peringatan melalui surat pemberitahuan.

Dalam hukum syariah kontrol dari diri sendiri sangatlah diperlukan,
kontrol yang bersumber dari perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan
ketauhidan. Jika setiap perilaku orang dalam melakukan kegiatan dengan

dilandasi nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali karena

seseorang yakin adanya pengawasan dari yang Maha Tinggi yaitu Allah SWT.



Namun sebagaimana layaknya manusia yang selalu khilaf atau salah atau

juga alpha, maka diperlukan pengawasan dari orang lain dengan cara saling
menasehati sesama teman, sebagaimana hadis berikut :
Jarir bin Abdillah berkata :’Aku baiat pada rasulullah untuk menegakkan salat,
mengeluarkan zakat dan saling menasehati sesama saudara sesama muslim.
(HR.Bukhori)

Oleh sabab itu al-Quran menganjurkan untuk saling menasehati satu sama

lain, sebagai upaya mengingatkan jika terjadi kesalahan atau kealphaan sebagai

manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Ashr, 103:1-3.
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Artinya : “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi
kesabaran”. (QS. Al-Ashr, 103:1-3)
Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah PT BPR Kharisma Kusuma
Lawang

Dikatakan kredit bermasalah apabila debitor mengingkari janjinya
membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi

keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan

demikian mutu kredit menjadi merosot.



Dalam kolektibilitas atau kualitas kredit menurut SK DIR. Bl No.
30/267/Kep/DIR/1998 dalam Taswan (2006) suatu kredit dapat dikategorikan
dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah

melampaui 270 hari

2) Kerugian operasional di tutup dengan pijaman baru

3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan

dengan nilai yang wajar.

Kredit yang perlu perhatian khusus adalah noan performing loan (NPL).
Suatu kredit dinyatakan macet apabila debitur mengalami keterlambatan dalam
membayar angsuran pokok dan bunganya. Untuk menghindari risiko kemacetan
kredit maka diperlukan tindakan dari manajemen bank agar tidak terjadinya noan
performing loan yang nantinya dapat merugikan pihak bank.

Dapat dilihat dari laporan keuangan PT BPR Kharisma Kusuma
bawasannya pada bulan September tahun 2011, PT BPR Kharisma Kusuma
mengalami peningkatan noan performing loan (NPL) yang sangat tinggi dan
mengalami peningkatan yang sangat drastis dari bulan-bulan sebelumnya, bank
mengalami noan performing loan (NPL) sebesar 20,46%, ini merupakan angka
yang sangat besar dari tingkat toleransi NPL yang ditetapkan oleh Bl sebesar 5%.

Dari hasil wawancara dengan bapak Iwan pada hari Jum’at 17 Februari
2012 pukul 09.30 yang penulis lakukan, PT BPR Kharisma Kusuma sudah
melakukan prosedur pemberian kredit secara sehat dan memenuhi persyaratan

yang sudah ditetapkan oleh bank. Akan tetapi masih terdapat noan performing



loan (NPL) yang sangat tinggi. Tentunya ini akan menjadi dampak buruk untuk

bank.

Adapun dampak dari kredit bermasalah yang diterima oleh PT BPR

Kharisma Kusuma sesuai perolehan data, sebagai berikut :

1)

2)

3)

Terhadap kelancaran operasi bank pemberi kredit dalam pandangan

bank sentral

(a) Aktiva produktif bank yang diragukan kolektibilitasnya

(b) Menurunnya profitabilitas

(c) Mengurangi jumlah modal bank, yang berakibat pada menurunnya
prosentase car dan bank harus memasukkan modal.

Terhadap industri perbankan

() Turunnya likuiditas, solvabilitas dan kepercayaan masyarakat

(b) Bank systemic risk

Terhadap kehidupan ekonomi dan moneter negara adalah peranan bank

sebagai lembaga intermediasi tidak dapat berfungsi sehingga akan

memperkecil kesempatan peluang bisnis, proyek baru, lapangan kerja

baru dll.

Dapat penulis identifikasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya

kredit bermasalah berdasarkan dengan perolehan data yang didapat dari PT BPR

Kharisma Kusuma adalah sebagai berikut :

1. Faktor intern bank kreditur

1) Rendahnya kemampuan bank dalam analisis

2) Lemahnya sistem informasi, pengawasan administrasi kredit



3) Campur tangan berlebihan
4) Lemahnya pengikatan jaminan
2. Faktor ketidaklayakan debitur
1) Debitur perorangan
(a) Sumber penghasilan
(b) Gangguan : kesehatan, kematian, perceraian
2) Debitur korporasi
(a) Salah urus / mismanagement
(b) Kurangnya pengetahuan dan pengalaman
(c) Penipuan
3. Faktor ekstern
1) Menurunnya kegiatan ekonomi
2) Tingginya suku bunga kredit
3) Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh
debitur yang tidak bertanggung jawab
4) Musibah yang menimpa perusahaan debitur
Teknik penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. BPR
Kharisma Kusuma, tidak dilakukan secara sepihak melainkan dilakukan secara
bertahap dengan memberikan penilaian kualitas kreditnya, hal ini dimaksudkan
agar pihak debitor dapat mengatur kembali kinerja usahanya dan dapat
memperkirakan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari. Upaya bank untuk

menyelamatkan kredit agar kredit yang diberikan lancar kembali tergolong dalam



kredit tidak lancar, diragukan, kredit macet untuk kembali menjadi kredit lancar
sehingga debitur mempunyai kemampuan kembali membayar pada bank.

Apabila bank sudah mengetahui akan terjadi kredit macet sebaiknya bank
segera mengambil langkah-langkah antisipasi penanganan pada kesempatan
pertama tanpa harus menunggu sampai kredit tersebut benar-benar menjadi
masalah yang sangat besar.

Berdasarkan perolehan data dan hasil wawancara dengan bapak lwan
pada hari Jum’at 17 Februari 2012 pukul 09.30 yang didapat penulis bawasannya

upaya penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank antara lain:

1. Penyelamatan kredit
Tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank merupakan
tindakan pertama yang dilakukan oleh bank sebelum kredit tersebut benar-benar
menjadi masalah yang sangat besar. Tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh
bank antara lain :
1) Surat edaran Bank Indonesia NO.26/4/BPPP tanggal 19 Mei 1993
a. Rescheduling (penjadwalan kembali)

Suatu tindakan yang dimbil dengan cara memperpanjang jangka
waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur
diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran
kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit.

Berdasarkan perolehan data dari PT BPR Kharisma Kusuma

dengan Rescheduling debitur dapat memperpanjang jangka waktu kredit



atau angsuran sehingga memperoleh penyelesaian atau angsuran lebih
ringan.
Sesungguhnya penyelamatan dengan rescheduling sangatlah

dianjurkan untuk diterapkan karena Allah berfirman :
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Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
Mengetahui.” (QS. Al-Bagarah: 280).

Di dalam kehidupan sehari-hari ini, kebanyakan manusia tidak
terlepas dari yang namanya hutang piutang. Sebab di antara mereka ada
yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan
manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya
hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak
dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan

terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang

dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman.

b. Reconditioning
Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai
persyaratan yang ada seperti:
1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.



Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga samapai waktu tertentu
maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya,
sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
3) Penurunan suku bunga
Dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku
bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil,
sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
4) Pembebasan bunga
Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan
pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit
tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban utnuk
membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
c. Retructuring
Merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah
modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhakn
tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan
ini meliputi, dengan menambah jumlah kredit, dan dengan menambah
equity yaitu dengan menyetor fresh money.
2) Restrukturisasi kredit,  berdasarkan  S.K. DIR. BI 31
/150/KEP/DIR/1998
Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar
debitur dapat memenuhi kewajibannya antara lain melalui :

a. Penurunan suku bunga kredit



b. Pengurangan tunggakan bunga kredit

c. Pengurangan tunggakan pokok kredit

d. Perpanjangan jangka waktu kredit

e. Penambahan fasilitas kredit

f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
g. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada

perusahaan debitur

2. Penyelesaian kredit

Penyelesaian kredit adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang
dilakukan oleh bank terhadap debitur yang usahanya tidak mempunyai prospek
lagi atau tidak mempunyai usaha lagi, atau mempunyai itikad tidak baik sehingga
kreditnya tidak dapat direstrukturisasi.

Penanganan dengan pola ini dapat diartikan bawasannya penanganan
pertama dengan melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, dianggap
tidak berhasil akan dilakukan penyelesaian kredit secara damai dengan menjual
agunan secara di bawah tangan, dan yang terakhir adalah melakukan penyelesaian
kredit dengan melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) .

Berdasarkan perolehan data dari PT BPR Kharisma Kusuma terdapat
faktor-faktor penyebab dilakukannya penyelesaian kredit antara lain :

1. Tidak berhasilnya upaya penyelamatan kredit

2. Adanya bukti bahwa debitur telah melakukan penipuan



3. Debitur melakukan pemborosan harta perusahaan

4. Debitur mengalami bankrut, musibah, salah urus, tidak tercapainya

usaha, mempailitkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak lwan pada hari Jum’at 17
Februari 2012 pukul 09.30 penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh
PT BPR Kharisma Kusuma secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara
yaitu :

1. Penyelesaian secara damai
Penyelesaian kredit bermasalah melalui penyelesaian secara damai
adalah upaya penanganan kredit bermasalah karena manakala penyelesaian
secara damai pihak debitor masih mempunyai itikad baik untuk melunasi
kewajibannya, dan apabila upaya ini gagal maka upaya yang ditempuh
adalah upaya penyelesaian melalui jalur hukum litigasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan pada hari Jum’at 17

Februari 2012 pukul 09.30 “proses penyelesaian kredit secara damai yang

dilakukan oleh PT BPR Kharisma Kusuma dapat berupa” :

1) SP (surat pemberitahuan)

2) Penagihan langsung

3) Penagihan hutang melalui pihak ketiga dengan mempergunakan
jasa penagihan untuk dan atas nama Bank atau atas penggunaan
Debt Collector

4) Penagihan dengan melalui jasa iklan/ mass media

5) Penagihan kepada penjamin

6) Penyitaan jaminan



Pada umumnya penagihan langsung dilakukan sendiri oleh bank
tanpa menggunakan jasa-jasa atau media bantuan dari pihak ketiga
dengan mendatangi langsung debitor ataupun mengirim surat,
somasi dan panggilan kepada debitor untuk menghadap pejabat
bank guna menyelesaikan kreditnya di bank.

Bapak Iwan menyatakan bawasannya “penyelesaian kredit bermasalah
dengan cara damai dilakukan oleh bank dengan harapan debitor dapat
kembali melakukan pembayaran kreditnya dengan mengeluarkan SP
(Surat Pemberitahuan) pertama, kedua dan ketiga apabila terbukti debitur
sudah tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya”.

Adapun Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada debitur sesuai
perolehan data, sebagai berikut :

1) Surat Pemberihatuan |

Sehubungan dengan kredit saudara dengan NO Spk.... yang mengalami
tunggakan, maka kami memberitahukan bahwa tunggakan kredit saudara
tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat bulan
XXX.

Apabila Surat Pemberitahuan | pihak debitur tidak ada konfirmasi selama
2 sampai 3 hari maka kreditur akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan 11,
yang berisi sebagai berikut :

2) Surat Pemberitahuan I1

Sehubungan dengan surat pemberitahuan kami sebelumnya, yang belum

ada tindak lanjut terhadap kredit saudara yang mengalami kemcetan dan



harus segera diselesaikan, oleh karena itu kami memberitahukan kepada

saudara bahwa apabila dalam jangka waktu paling lambat bula XXX tidak

ada penyelesaian dan melunasi tunggakan maka kami akan melakukan
tindakan tegas antara lain :

3. Melakukan penarikan kendaraan yang dijadikan agunan kredit saudara
di PT BPR Kharisma Kusuma.

4. Melakukan penjualan / pelelangan kendaraan agunan saudara tersebut.
Apabila pihak debitur tidak menanggapi Surat Pemberitahuan 1l maka
kreditur akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Il yaitu Surat
Peringatan, yang berisi sebagai berikut :
3) Surat Peringatan
Sehubungan dengan surat pemberitahuan kami sebelumnya, yang belum
ada tindak lanjut terhadap kredit saudara yang mengalami kemcetan dan
harus segera diselesaikan, oleh karena itu kami memberitahukan kepada
saudara bahwa apabila dalam jangka waktu paling lambat bula XXX tidak
ada penyelesaian dan melunasi tunggakan maka kami akan melakukan
tindakan tegas antara lain :

4. Melakukan pemasangan penyemprotan LOGO BANK/ “Dalam
Pengawasan Bank” pada Tanah atau Bangunan yang dijadikan agunan
kredit saudara di PT BPR Kharisma Kusuma.

5. Mengajukan Akte Pengakuan Hak Tanggungan (APHT)

6. Melakukan pengajuan ke Pengadilan Negeri Malang guna Penyitaan,

Eksekusi dan pelelangan pada agunan tersebut.



Tindakan tegas yang dilakukan kreditur ini merupakan berdasarkan pada
perjanjian kredit / surat kuasa yang debitur tanda tangani diatas materai
pada awal pencairan kredit.

Penyelesaian kredit bermasalah dengan menempuh secara damai
berharap agar debitur mau melunasi kewjibannya tanpa harus menempuh
dengan jalur hukum, selain itu penyelesaian kredit macet dengan
menempuh jalur damai akan lebih menguntungkan bagi debitur dan
kreditur. Dengan adanya Surat Pemberitahuan ini diharapkan debitur mau
menyelesaikan  kewajibannya baik melalui cara rescheduling,
reconditioning ataupun restructuring yang dalam istilah perbankan lebih
dikenal dengan sebutan 3R.

a. Rescheduling (penjadwalan kembali)

Suatu tindakan yang dimbil dengan cara memperpanjang jangka
waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur
diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran
kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit. Secara khusus rescheduling
bertujuan untuk :

(a) Memastikan pembayaran yang lebih tepat.

(b) Memungkinkan debitor untuk mengatur pembayaran kepada pihak
lain selain bank.

b. Reconditioning
Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai

persyaratan yang ada seperti:



1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga samapai waktu tertentu
maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya,
sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
3. Penurunan suku bunga
4. Pembebasan bunga
c. Retructuring
Merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah
modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhakn
tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan
ini meliputi, dengan menambah jumlah kredit, dan dengan menambah
equity yaitu dengan menyetor fresh money.
Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur non litigasi
adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet
yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai
kolekbilitas lancar.
. Penyelesaian hukum litigasi
Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan
upaya terakhir dari bank untuk melakukan upaya pengembalian kredit
debitor dengan melakukan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas
pelunasan kewajiban hutang debitor. Dalam penyelesaian ini dapat

dinyatakan bawasannya kreditor tidak berhasil menyelesaikan masalah



secara damai dan lebih memilih untuk menyelesaikan dengan pihak ketiga

atau putus hubungan antara kreditur dan debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iwan pada hari Jumat 17
Februari 2012 pukul 09.30 “tindakan penyelesaian dengan penyelesaian
hukum litigasi dapat ditempuh dengan dua upaya yaitu” :

1)

2)

Pengadilan negeri

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iwan pada hari Jumat 17
Februari 2012 pukul 09.30 “kreditor atau bank dapat memberikan
somasi atau peringatan kepada debitor agar ia memenuhi kewajiban.
“Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitor, maka kreditor atau
bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.” Kemudian
apabila terbukti hakim akan mengeluarkan keputusan Pengadilan
yang tetap atau pasti. Namun bila tergugat atau debitor tidak
melaksanakan putusan pengadilan Kreditor atau penggugat dapat
mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi
untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan
dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat”.

Pengadilan niaga

Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku. Penyelesaian kredit melalui saluran hukum ditempuh
apabila upaya penyelamatan melalui restrukturisasi atau
penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal tetapi
belum memberikan hasil yang positif atau debitur tidak

menunjukkan itikad baik.



Mengapa memilih Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jalur ini

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak iwan pada hari Jumat 17
Februari 2012 pukul 09.30 PT BPR Kharisma Kusuma memilih teknik
penyelesaian diatas karena ini merupakan prosedur yang sudah dibenarkan, yaitu
dengan menggunakan jalur damai dan jalur hukum. Penyelesaian kredit macet di
PT BPR Kharisma Kusuma lebih mengutamakan jalur secara damai dikarenakan
penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur secara damai lebih menguntungkan
bagi debitor maupun kreditor.

Bapak Iwan menyatakan bawasannya “ada beberapa pertimbangan
mengapa PT BPR Kharisma Kusuma lebih memilih jalur damai dari pada jalur
litigasi, pertimbangan tersebut berdasarkan uraian di atas diantaranya berkaitan
dengan masalah” :

1. Biaya

Biaya di sini adalah dana yang harus dikeluarkan selama proses
berperkara di pengadilan dengan perkiraan hasil akhir yang mungkin tidak
sesuai dengan harapan kita, sedangkan apabila menggunakan penyelesaian
melalui jalur damai biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan akhirnya
dicadangkan menjadi pos tersendiri. Penyelesaian dengan jalur hukum
merupakan upaya bank untuk memperoleh tingkat kredit yang maksimal.
2. Waktu

Dari segi waktu, proses litigasi lebih banyak menyita waktu dari mulai
penyampaian somasi kepada debitor bersangkutan, proses pendaftaran perkara

sampai dengan putusan hakim, belum lagi setelah putusan hakim tingkat



pertama, pihak debitor mengajukan banding yang mengakibatkan berlarut-
larutnya penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Penyelesaian kredit melalui
jalur litigasi yaitu melalui jalur pengadilan pada umumnya memerlukan waktu

yang relatif lama.

PPAP PT BPR Kharisma Kusuma Lawang
Kualitas kredit dengan masa angsuran 1 bulan atau lebih ditetapkan
sebagai berikut:

Tabel 4.4
PPAP PT BPR Kharisma Kusuma Lawang

Kol Keterangan Ketentuan PPAP
Kol Tunggakan Jatuh Tempo
1 Lancar 0-3 bulan belum jatuh tempo 0,5% X BD
2 | Kurang Lancar 4-6 bulan JT <1 bulan 10% X BD-NA
3 Diragukan 7-12 bulan JT <2 bulan 50% X BD-NA
4 Macet > 12 bulan JT >2 bulan 100% X BD-NA

Sumber : PT BPR Kharisma Kusuma Lawang

NA (Nilai agunan sebagai pengurang PPAP)
1. 100 % dari bersifat liquid : SBI, Tabungan, Deposito (yang diblokir) disertai
SK pencairan, emas dan logam mulia.
2. 80% dari nilai hak tanggungan : SHM/SHGB
3. 60% dari NJOP : SHM/SHGB hak pakai tanpa hak tanggungan
4. 50% dari NJOP : Letter C dengan surat SPPT terakhir
5. 50% dari nilai pasar : BPKB diikat dengan ketentuan berlaku

6. 30% dari nilai pasar : BPKB ikatan notariil




Menurut Indra Bastian (2006:272) Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif (PPAP) adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan
kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva
produktif, baik dalam rupiah maupun valuta asing. PPAP yang dibentuk disajikan
sebagai pos pengurang dari masing-masing jenis aktiva produktif yang
bersangkutan. PPAP yang dibentuk adalah sebesar risiko yang ditanggung bank
yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iwan Jum’at 17 Februari 2012
pukul 09.30, penentuan PPAP PT BPR Kharisma Kusuma Lawang sesuai dengan
peraturan Bl NO.8/19/PBI/2006 tentang : Kualitas Aktiva Produktif dan
Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan rakyat.

BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus.
PPAP umum ditetapkan paling kurang 0,5% dari aktiva produktif dengan kualitas
lancar. Sedangkan PPAP khusus ditetapkan paling kurang dari :

1) 10% dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar setelah

dikurangi dengan nilai agunan.

2) 50% dari aktiva produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi

dengan nilai agunan.

3) 100% dari aktiva produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi

dengan nilai agunan.



4.2.2 Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam

Tak satu pun bisnis yang luput dari risiko kerugian dalam perjalanannya.
Jadi jika pebisnis ingin mencari bisnis yang tidak memiliki risiko, jawabnya
adalah nihil. Setiap bisnis pasti memiliki risiko, yang berbeda adalah kadar tinggi
rendahnya risiko tergantung bidang yang dipilih. Namun sebenarnya, kalangan
pebisnis tidak perlu kawatir tentang untung rugi ini karena Allah sendiri bersedia
menunjukkan jalan agar usaha kita senantiasa dilimpahi keuntungan dan
keberkahan.

Namun jangan takut, pada dasarnya tersedia ilmu yang dapat digunakan
pebisnis untuk mengelola risiko sehingga dapat dikendalikan sesuai harapan. limu
yang dimaksud tak lain adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan
kegiatan yang menggunakan proses, metode dan alat-alat untuk mengelola risiko
bisnis/usaha.

Segala suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan mengandung risiko.
Risiko akan menyebabkan dampak buruk apabila tidak diatasi dengan baik.
Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi esok maka kita perlu
menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut

tanpa harus menunggu risiko itu datang. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa :

Artinya : *“... Dan tak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa
yang diusahakannya besok....”” (QS. Lugman:34)

Dapat disimpulkan bahwa risiko selalu diperhitungkan oleh setiap usaha

atau perusahaan untuk dapat mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.



Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan
dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar
mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu perencanaan merupakan sebuah
keniscayaan, sebuah keharusan di samping sebagai sebuah kebutuhan. Segala

sesuatu memerlukan perencanaan. Dalam hadits Rasulullah saw. Bersabda,
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Artinya : “Jika engkau ingin mengerjakan suatu pekerjaan maka pikirkanlah
akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu
jelek, maka tinggalkanlah.”

Konsep manajemen islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan
hanya organisasi) hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa

yang lalu untuk merencanakan hari esok. Dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr: 18,

Allah swt. berfirman,

Artinya : ““Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok
(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan.”



Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus
disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini dan
prediksi masa datang. Oleh karena itu, untuk melakukan segala perencanaan masa
depan, diperlukan kajian-kajian masa kini. Bahkan karena begitu pentingnya
merencanakan masa depan, muncul ilmu yang membahas dan meramalkan masa
depan yang disebut “futuristic”

Perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan. Tak dapat
dibayangkan jika seseorang berhasil tanpa perencanaan. Pun seandainya berhasil,
maka keberhasilan yang diperoleh mungkin bersifat semu. Sesuatu yang melalu
perencanaan, walaupun dalam kenyataannya tidak 100 % sesuai dengan harapan,
tetapi sebenarnya kemampuan merencanakan yang telah di lakukan juga
merupakan sebuah hasil yang patut diberikan penghargaan.

Apakah kendala yang kita hadapi ketika menyusun perencanaan
merupakan peluang atau justru sebuah hambatan? Disadari atau tidak, dalam
merencanakan sesuatu, kita akan menemukan faktor-faktor yang akan menjadi
kendala untuk melaksanakan suatu program. Sebenarnya, jika kita melihat sejarah
kehidupan Rasulullah saw., kendala itu selalu dijadikan sebagai peluang dan
bukan dianggap sebagai hambatan. Kendala itu dijadikan sebagai sebuah peluang
untuk meningkatkan kualitas kerja. Dalam Al-Qur’an surat Alam Nasyrah: 5-6,

Allah berfirman,
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Artinya :“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”






